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Pelaksanaan pembangunan yang terintegrasi merupakan salah satu upaya 
mewujudkan good governance, selain juga diperlukan dalam implementasi 
pengembangan wilayah. Melalui integrasi pembangunan, program/kegiatan dapat 
disusun dengan tepat serta dapat diimplementasikan dengan baik melalui integrasi 
antar kebijakan, serta dapat memenuhi harapan, baik harapan Pemerintah Provinsi 
maupun juga harapan masyarakat di masing-masing Kabupaten/Kota melalui integrasi 
hierarki spasial. Integrasi dari aspek hierarki spasial memiliki tantangan yang berbeda 
apabila dipandang dari penerapan otonomi daerah karena terdapat 35 Kepala Daerah 
dengan permasalahan daerah yang berbeda-beda. Salah satu alat mengintegrasikan 
pembangunan yaitu melalui pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota 
yang dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Tengah. Terbatasnya kemampuan keuangan, 
mengakibatkan pengalokasiannya harus mempertimbangkan prioritas melalui proses 
Musrenbang. Meskipun demikian, selalu dijumpainya kegiatan yang tidak dilaksanakan 
oleh Kabupaten/Kota, mengindikasikan belum adanya sinkronisasi antara kegiatan 
prioritas yang ditetapkan dengan kebutuhan Kabupaten/Kota. Dari gambaran tersebut, 
maka dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengkaji tingkat integrasi 
pembangunan antara Provinsi Jawa Tengah terhadap kebutuhan Kabupaten/Kota-nya 
melalui pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota bidang 
sarana prasarana. 
Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode  penelitian  kuantitatif 
dengan menggunakan data sekunder serta teknik analisis desk analysis dan diagram 
kuadran. Berdasarkan hasil analasis, tingkat integrasi pembangunan di Provinsi Jawa 
Tengah melalui pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota 
bidang sarana prasarana masih rendah, dipengaruhi oleh faktor kebijakan mengenai 
luncuran kegiatan, ketersediaan dana sharing, konsistensi penggunaan indikator 
perhitungan proporsionalitas keserasian, sumber usulan, proporsi usulan, jumlah dan 
kapasitas SDM, kebijakan pemerataan alokasi anggaran dan mekanisme penentuan 
kegiatan. Melihat temuan tersebut, faktor integrasi wilayah yang berkontribusi adalah 
sinkronisasi kebijakan (integrasi vertikal) dan implementasi kegiatan (integrasi 
horisontal). Sementara itu, faktor integrasi organisasional yang berkontribusi adalah 
waktu pelaksanaan seta alokasi anggaran (integrasi strategis, SDM yang memadai 
(integrasi operasional), koordinasi serta komunikasi dan saling pengertian (integrasi 
pemangku kepentingan), sedangkan faktor integrasi sektoral yang berkontribusi adalah 
keseimbangan kekuasaan antar sektor. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, terdapat 
beberapa hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan integrasi pembangunan di 
Provinsi Jawa Tengah melalui Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota yaitu: (1) 
pengkajian kebijakan luncuran kegiatan dengan memperhatikan kebijakan yang lain 
(penentuan kegiatan prioritas, penentuan besaran anggaran dan waktu pengalokasian); 
(2) penyediaan dana sharing untuk membiayai persiapan kegiatan; (3) konsisten dalam 
menggunakan indikator proporsionalitas keserasian untuk menetapkan besaran alokasi 
anggaran bantuan sarana prasarana; (4) koordinasi dalam penentuan kebijakan proporsi 
sumber usulan kegiatan berdasarkan urgenitasnya terhadap penyelesaian permasalahan 
di Kabupaten/Kota serta prioritas terhadap pencapaian program-program strategis 
daerah, untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antar sektor; (5) pengembangan 
kapasitas sumber daya manusia pada SKPD Kabupaten/Kota pengelola kegiatan; (6) 
serta peningkatan komunikasi bersama dengan sumber-sumber usulan dalam 
pemerataan alokasi anggaran melalui rapat koordinasi terkait besaran dan sasaran lokasi 
kegiatan. 
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